
BUPATI TULUNGAGUNG 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan, kepastian hukum dan 
tuntutan kemudahan berusaha (ease o f doing business) 
sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Izin 
Gangguan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
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19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan 
Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 
Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 21 TAHUN 
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 22 Desember 2023 

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO

Diundangkan di Ti ilungagung 
pada tanggal 22 D< sember 2023 
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 5 Seri E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 229-9/2023
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

L UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing 
business) sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.


